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BAB III  

                       PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan dari bab 

sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Peran dari Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi pengawas dan pengelola 

TPA Piyungan, lebih tepatnya Bidang P3KLH dalam pengawasan eksternal 

dengan landasan Dokumen AMDAL dan Balai Pengelolaan Sampah dalam 

Pengawasan internal dan pengelola, sudah dijalankan dengan baik tetapi tidak 

maksimal dan masih harus dilakukan pengkajian ulang terhadap rencana 

ataupun target penanggulangannya. Peran yang belum dilaksanakan secara 

maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur DIY No. 111 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Peraturan Gubernur DIY No. 95 

Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, berhubungan dengan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan terhalang karena tidak dapat menjangkau secara menyeluruh 

untuk dilakukannya pengawasan terhadap Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten/kota. 

 Dalam pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan terhadap penanggulangan TPA Piyungan sudah menetapkan 
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bahwa untuk setiap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/kota menekan 

Produksi sampah, yang dimana sampah yang sampai ke TPA Piyungan hanya 

residu saja. Pengawasan dan pengelolaan yang kurang maksimal 

berhubungan juga dengan biaya operasional yang belum bisa mendukung 

untuk dilakukannya pengawasan dan pengelolaan, padahal sifat dari 

pengawasan dan pengelolaan harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh 

dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2008. 

 Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tidak terlepas dari masyarakat yang juga menjadi salah satu faktor ditutupnya 

TPA Piyungan, karena dalam hal ini masyarakat masih tidak mau bersikap 

kooperatif dalam pengurangan dan pemanfaatan sampah.  

 

B. Saran 

 dari kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka Saran yang dapat 

diberikan penulis adalah: 

1.  Untuk memperlancar sistem koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, perlu dibuat 

Lembaga yang dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlibat 

secara langsung, dan Lembaga tersebut memiliki tugas untuk mengatur dan 

mempersiapkan waktu pertemuan secara berkala dan bertaggung jawab untuk 

merangkum dan menyimpulkan hasil dari setiap pertemuan yang dilakukan. 
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2. Untuk memenuhi biaya operasional yang dibutuhkan dalam melangsungkan 

pengawasan dan pengelolaan secara maksimal, Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dapat mengusulkannya di RAPBD 2024. 

3.  Untuk pengkajian ulang dan target dari penerapannya pengawasan dan 

pengelolaan sampah di TPA Piyungan  pasti akan memakan waktu yang lama, 

oleh karena itu kepada pihak terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, baik itu instansi maupun masyarakat  untuk turut ikut serta 

membantu dalam hal memberikan saran atau masukan maupun tindakan 

nyata dengan taat terhadap peraturan dan regulasi dalam pemanfaatan dan 

pengurangan penggunaan sampah, karena  dalam hal ini semakin banyak 

pihak yang ikut turut andil dalam penanggulangannya, maka hasilnya akan 

semakin optimal. 

4. Dan untuk mencegah penanggulangan Pencemaran Lingkungan karena 

ditutupnya TPA Piyungan terulang kembali maka saran lain yang perlu 

direalisasikan adalah: 

a) Pembatasan Penggunaan sampah plastik, dan mulai beralih ke sampah 

yang mudah didaur ulang atau barang yang ramah lingkungan; 

b) Masyarakat harus paham arti pentingya 3R, dan untuk 

merealisasikannya pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat; 

c) Memaksimalkan penggunaan TPS/TPST 3R dengan cara 

berkoordinasi dengan pihak pengelola TPS/TPST 3R setempat untuk 

bekerjasama dengan masyarakat dan melakukan pengarahan dalam 
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pemanfaatan sampah plastik yang masih dapat dimanfaatkan, karena 

masyarakat harus beralih ke pola pengurangan dan pemanfaatan 

sampah mulai dari sumbernya. 
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